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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang dijelaskan pada BAB III dapat disimpulkan: 

1. Realisasi kebijakan yang digunakan Pemerintahan Sumatera Barat dalam 

penanganan atau mencegah penyebaran Covid-19 pada masa New Normal 

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur, Nomor 360/322/BPBD-

2020, tentang Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat. Di dalam 

Surat Keputusan Gubernur tersebut memiliki 3 point penting yang harus 

dilakukan pemerintahan dalam penanganan Covid-19 yaitu pencegahan, 

penyebaran informasi publik dan pembentukan kelompok kerja percepatan 

penanganan COVID-19. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan 

Gubernur tersebut Pemerintahan Sumatera Barat juga mengeluarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian  Corona 

Virus Disease 19  dirancang dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Sumatera Barat (DPRD) yang bertujuan mewujudkan kesadaran 

bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 

pada masa New Normal.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah provinsi sumatera barat dalam 

menghadapi new normal pada masa pandemi Covid-19 membuat 

Pemerintah mulai kewalahan dalam penanganan pandemi Covid-19 karena 

semua biaya, waktu dan tenaga dihabiskan untuk upaya pencegahan 

masyarakat tertular Covid-19. Hal yang membuat pemerintah kewalahan 
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dalam penanganan covid adalah memulihkan ekonomi masyarakat yang 

terpuruk sejak 3 bulan pada masa PSBB dilaksanakan. Pemerintah 

Sumatera Barat dalam menangani Covid-19 mendapatkan beberapa faktor 

kendala yaitu faktor tekanan ekonomi, faktor kekurangan informasi, faktor 

sosial budaya.  

3. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 

mengatasi kendala-kendala dalam menghadapi new normal pada masa 

pandemi covid-19 dengan cara mulai mengajak masyarakat untuk juga 

memikirkan bagaimana cara melanjutkan hidup setelah pandemi ini. 

Pemerintah Sumatera Barat ingin masyarakat tetap menjaga kesehatan dan 

kembali beraktivitas agar tetap produktif. Secara khusus Pemrintah 

Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi secara merata terkait 

kebijakan new normal ini kepada masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah 

khawatir akan terjadi persepsi yang berbeda di masyarakat karena mereka 

kurang memahami apa yang dimaksud dengan new normal atau kehidupan 

normal baru ini. Hal lain yang dilakukan Pemerintahan Sumatera Barat 

dalam penanganan pencegahan Covid-19 pada masa New Normal dengan 

mensinergikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan 

keamanan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari yang dijelaskan diatas maka saran yang 

dapat diberikan penulis adalah : 

1. Sebaiknya Pemerintah Sumatera Barat selalu menerapkan dengan tegas  

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut supaya masyarakat 
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lebih peduli terhadap penanganan Covid-19, dengan cara tersebut bisa 

mengurangi penyebaran Covid-19. 

2. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Sumatera Barat untuk 

mengurangi penyebaran Covid-19 sebaiknya pemerintah terlebih dahulu 

memecahkan masalah dari faktor tekanan perekonomian yang menurun 

sejak diterapkannya PSBB. Faktor tersebut merupakan salah satu 

penyebab masyarakat tidak peduli terhadap peraturan yang dibuat 

Pemerintahan Sumatera Barat, karena persepsi masyarakat lebih 

mendahulukan keberlangsungan hidup dari pada kesehatan.  

3. Upaya Pemerintahan Sumatera Barat dalam penanganan Covid-19 

sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan 

kesehatan tetapi juga memberi sanksi yang berat bagi pelanggar protokol 

kesehatan tanpa pandang bulu.   
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